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ABSTRAK:
Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan kebaruan desain model integrasi 
dokumen Human Capital Development Plan ke dalam dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif yang sejalan dengan desain kualitatif creswell. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan model integrasi dilakukan melalui 5 tahapan yaitu pemetaan 
Indikator Kinerja Utama, identifikasi program prioritas setiap Indikator Kinerja 
Utama, analisis perangkat daerah sebagai kontributor utama, penentuan nama 
jabatan, dan penyusunan peta jalan pengembangan Sumber Daya Manusia 
Aparatur Sipil Negara. Pembobotan pada 3 faktor yaitu prioritas pembangunan 
daerah, kesenjangan kompetensi, dan kesenjangan kinerja juga dilakukan untuk 
menentukan prioritas dalam pengembangan kompetensi ASN yang sejalan 
dengan kebutuhan pembangunan daerah. 

ABSTRACT:
This study aims to offer a new design for integrating the Human Capital 
Development Plan document into the Regional Medium-Term Development 
Plan document. This study uses a qualitative method in line with Creswell’s 
qualitative design. The results of this study show that the integration model is 
carried out through five stages, namely mapping Key Performance Indicators, 
identifying priority programs for each Key Performance Indicator, analyzing 
regional institutions as major contributors, determining job titles, and preparing 
a road map for the development of Civil Service Human Resources. Weighting 
of three factors, namely regional development priorities, competency gaps, and 
performance gaps, was also carried out to determine priorities in developing 
the competencies of ASN in line with regional development needs.
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PENDAHULUAN
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai 
penggerak roda birokrasi menjadi 
penentu keberhasilan penyelenggaraan 
pemerintahan, pelayanan publik, serta 
pembangunan daerah (Timbuleng dkk., 
2023). Oleh karena itu, pemerintah 
mewajibkan setiap instansi pemerintahan 
tidak terkecuali pemerintah daerah di 
Jawa Timur untuk menyusun dokumen 
kebutuhan dan rencana pengembangan 
kompetensi ASN (Pratama, 2021). 
Dokumen tersebut dinamakan Dokumen 
Human Capital Development Plan (HCDP) 
(Sawir, 2020). Dokumen ini menjadi 
dasar usulan bagi pemerintah daerah dan 
perangkat daerah dalam melaksanakan 
program pengembangan kompetensi ASN 
selama 5 tahun (Yusriana, 2025). Program 
pengembangan kompetensi yang diusulkan 
harus sejalan dengan kebutuhan individu, 
organisasi, dan utamanya kebutuhan dalam 
mencapai tujuan strategis pembangunan 
daerah (ladiatno). Oleh karena itu prioritas 
kebijakan strategis daerah di dalam doku-
men Rencana Pembangunan Jangka Mene-
ngah Daerah (RPJMD) pun juga harus 
dipertimbangkan dengan matang sebagai 
dasar usulan HCDP. Pertimbangan tersebut 
mencakup 3 hal yaitu prioritas tujuan stra-
tegis pemerintah daerah selama 5 tahun 
ke depan, jenis kompetensi strategis yang 
dibutuhkan, dan dukungan anggaran pe-
ngembangan kompetensi ASN daerah di 
dalam RPJMD (Antoni dkk., 2025). Hal 
ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2017 pasal 203 terkait 
Pengembangan Kompetensi dan Peraturan 
Lembaga Administrasi Negara Nomor 
10 Tahun 2018 pasal 21 ayat (4) terkait 
Penyusunan Kebutuhan dan Rencana 
Pengembangan Kompetensi Tingkat 
Nasional. 

Berkaitan dengan usulan pengemba-
ngan kompetensi, berbagai publikasi riset 
empiris memang menunjukkan bahwa 
kesenjangan kompetensi dan kinerja secara 

umum menjadi faktor determinan dalam 
pelaksanaan pengembangan kompetensi 
ASN (Sulistyo, 2021). Hal tersebut tidak 
terkecuali pada pemerintahan daerah di 
Jawa Timur. Seperti di Satuan Pelayanan 
Terminal Ngawi dimana pengembangan 
kompetensi ASN yang dilakukan masih 
sebatas untuk meningkatkan profesionali-
tas dan manajemen operasional internal 
(toyibi). Kemudian pengembangan 
kompetensi Jabatan Fungsional Analis 
Kebijakan pada BPSDM Provinsi Jawa 
Timur yang ditujukan untuk menutup 
kesenjangan pemahaman tugas, analisis 
data, menunjang kompetensi teknis, dan 
mendorong kompetensi manajerial pegawai 
(Ramadhany dkk., 2025). Sejalan dengan 
ini muncul pertanyaan utama apakah 
faktor lain penentu usulan pengembangan 
kompetensi juga telah banyak dielaborasi 
secara ilmiah?. Mengingat beberapa riset 
terkait hal ini hanya mempertimbangkan 
faktor tunggal yaitu adanya kesenjangan 
kompetensi. Padahal, berdasarkan regulasi, 
usulan rencana pengembangan kompetensi 
didasarkan pada 2 faktor antesenden 
yaitu (determinan/sebelum) dan 1 faktor 
konskuen (dampak/setelah). Faktor penen-
tu usulan pengembangan kompetensi 
tersebut adalah faktor rencana strategis 
pembangunan daerah, faktor kesenjangan 
kompetensi, dan faktor kesenjangan 
kinerja. Terdapat hubungan yang kuat dari 
3 variabel tersebut di dalam pelaksanaan 
pengembangan kompetensi ASN.

Hubungan tersebut sebagaimana di-
tunjukkan pada gambar 1. diatas, dimana 
korelasi 3 variabel telah ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2017 pasal 203 terkait Pengembangan 
Kompetensi, Peraturan Lembaga Adminis-
trasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 pasal 
21 ayat (4) terkait Penyusunan Kebutuhan 
dan Rencana Pengembangan Kompetensi 
Tingkat Nasional , dan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 
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pasal 4 ayat (2) terkait Jenjang Jabatan 
Fungsional. Gambar tersebut menunjukkan 
bahwa selain untuk menutup kesenjuangan 
kompetensi dan kinerja pegawai, pengem-
bangan kompetensi juga harus dipastikan 
sejalan dengan kebutuhan dalam mencapai 
tujuan strategis pembangunan daerah.

Merujuk pada pernyataan di atas 
maka hasil penelitian ini ditujukan untuk 
menawarkan model desain integrasi 
usulan pengembangan kompetensi ASN 
dalam dokumen HCDP dengan rencana 
strategis pembangunan daerah yang ter-
tuang di dalam dokumen RPJMD pada 
organisasi pemerintah daerah di Jawa 
Timur. Integrasi ini harus dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam road 
map pengembangan sumber daya manusia 
ASN untuk jangka waktu 5 tahun dengan 
mencakup informasi pegawai dan kebutuhan 
pengembangan kompetensi pegawai. 
Penelitian ini berusaha menjelaskan setiap 
tahapan proses integrasi serta sistem 

pembobotan masing-masing variabel guna 
menentukan prioritas waktu pelaksanaan 
pengembangan kompetensi ASN di dalam 
dokumen HCDP. Terakhir penelitian ini 
berusaha untuk menunjukkan strategi 
pencapaian efektifitas substansi HCDP 
dalam mendukung tujuan pengembangan 
kompetensi ASN.

TINJAUAN PUSTAKA
Pengembangan Kompetensi ASN
Pengembangan kompetensi baik pada 
pemerintahan pusat maupun pemerintahan 
daerah harus dilakukan sesuai dengan kebu-
tuhan masing-masing ASN (Dedi, 2020). 
Mengingat dari hasil penilaian kompetensi, 
nilai dari kesenjangan kompetensi 
dan kinerja setiap ASN berbeda-beda 
(Sulistyo, 2021). Hal ini berarti usulan 
pengembangan kompetensi bukan atas 
kemauan pribadi ASN atau perangkat 
daerah setempat melainkan sesuai dengan 
kesenjangan yang ada (Nekwek, 2022). 
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Pemilihan jenis pengembangan kompetensi 
baik klasikal maupun non-klasikal pun 
juga disesuaikan dengan jenis kompetensi 
generik ASN, yaitu kompetensi manajerial, 
kompetensi teknis, dan kompetensi sosial-
kultural yang akan dicapai (Sangadji 
dkk., 2022). Penyesuaian ini merupakan 
langkah krusial agar pengembangan 
kompetensi lebih terarah dan tidak 
diluar kebutuhan. Seperti pengembangan 
kompetensi  klasikal bagi ASN di Satuan 
Pelayanan Terminal Ngawi yang dilakukan 
untuk meningkatkan profesionalitas dan 
sistem manajemen operasional internal 
(Toyibi dkk., 2025). Kemudian juga 
pengembangan kompetensi pada jabatan 
Fungsional Analis Kebijakan di BPSDM 
Provinsi Jawa Timur yang dilakukan untuk 
menutup kesenjangan pemahaman tugas, 
analisis data, mening-katkan kompetensi 
teknis, serta untuk mendorong peningkatan 
kompetensi manajerial (Ramadhany 
dkk., 2025). Begitupula pengembangan 
kompetensi pegawai BKPSDM Kota 
Bogor yang dilakukan untuk meningkatkan 
keterampilan pelayanan publik melalui 
serangkaian pemberian materi serta 
pelatihan dari para petugas yang kompeten 
(Jafar dkk., 2024). 

Selain itu untuk mendorong penca-
paian tujuan strategis daerah, metode Corpu 
ASN dengan pembelajaran terintegrasi dan 
perkembangan teknologi informasi telah 
banyak digunakan dalam pengembangan 
kompetensi saat ini (Nurhikmah, 2020). 
Metode Corpu ASN dinyatakan mampu 
memacu adanya  job enlargement dan job 
enrichment yang sangat penting untuk 
membangun talenta pegawai baik dalam 
pelayanan publik maupun pencapaian 
tujuan strategis daerah (Ariyanti dkk., 
2025). Hal ini salah satunya dilakukan 
di lingkungan Sekretariat Daerah Kota 
Yogyakarta melalui pelaksanaan Jogja 
Corporate University dengan diklat yang 
diarahkan untuk meningkatkan kualitas 
kinerja pegawai bidang kesekretariataan 

(Effendie & Putra, 2024).  Pengembangan 
kompetensi terintegrasi menjadi bentuk 
pengelolaan yang sistematis karena secara 
langsung berhubungan dengan kebutuhan 
yang berdampak pada peningkatan kualitas 
kinerja individu serta organisasi (Surya 
dkk., 2024). Selain terintegrasi dengan 
pekerjaan operasional harian sebagaimana 
disebutkan pada penelitian-penelitian di 
atas, pengembangan kompetensi ASN juga 
harus terintegrasi dengan rencana strategis 
pembangunan daerah sehingga sejalan 
dengan kapasitas kebutuhan daerah dalam 
mencapai tujuan strategis pembangunan 
(Hartanto, 2025). Tentunya dengan mem-
perhatikan aspek komunikasi, sumber 
daya, disposisi, serta struktur birokrasi 
yang menjadi faktor penentu keberhasilan 
implementasi. Tidak terlepas pula dari 
ketersediaan anggaran, fasilitas, serta 
faktor politik yang dapat mempengaruhi 
pelaksanaan pengembangan kompetensi 
ASN. 

Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan pembangunan daerah acuan 
krusial bagi tiap daerah dalam melaksanakan 
pembangunan kedepannya (Panggabean 
dkk., 2023). Di dalamnya terjadi proses 
perumusan tujuan, penyusunan strategi, 
dan penetapan prioritas pembangunan 
berbasis data serta kebutuhan masyarakat. 
Kesesuaian perencanaan akan berdampak 
vital terhadap hasil pembangunan nantinya 
(Ajizah dkk., 2021). Perencanaan yang 
efektif sangat dipengaruhi oleh tiga 
aspek utama yaitu kualitas data, kapasitas 
institusi perencana, dan sinkronisasi antar-
level pemerintahan (nasional–provinsi–
kabupaten/kota) (Sudirman dkk., 2022). 
Perencanaan pembangunan daerah yang 
memuat tujuan strategis yang ingin dicapai 
melalui serangkaian program-program 
hanya bisa diwujudkan ketika kapasitas 
SDM pengelola dalam hal ini adalah para 
ASN sesuai dengan kebutuhan (Yudanti 
dkk., 2022). Fakta tersebut berarti bahwa 
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pembangunan daerah tidak akan optimal 
tanpa perencanaan pendidikan yang kom-
prehensif dan terintegrasi.  Para ASN 
sebagai pelaku pembangunan daerah harus 
mampu memastikan hasil pembangunan 
sejalan dengan tujuan strategis yang 
hendak dicapai, tetap konsisten, dan mudah 
dievaluasi (Afifah dkk., 2023). 

Oleh karena itu pembangunan 
daerah tidak akan optimal jika perencana 
mengabaikan aspek peningkatan kualitas 
sumber daya manusia. Mengingat pem-
bangunan daerah  tidak hanya bersifat 
administratif, tetapi juga strategis karena 
berpengaruh langsung pada daya saing dan 
peningkatan kualitas daerah (Septiana & 
Salahudin, 2022). Peran pengelola sangat 
vital dalam perwujudan pembangunan 
daerah karena regulasi yang matang tidak 
cukup untuk memastikan implemantasi 
tidak mengalami kendala-kendala klasik 
seperti lemahnya koordinasi, keterbatasan 
anggaran, dan minimnya monitoring 
serta evaluasi (Fachruddin dkk., 2024). 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
sebagai aktor kunci yang memegang peran 
perumus kebijakan, koordinator perangkat 
daerah, serta pengendali pelaksanaan 
pembangunan harus mampu memastikan 
konsistensi penggunaan data dalam peren-
canaan, integrasi antara perencanaan 
pembangunan  dan perencanaan sektoral, 
serta kualitas sumber daya manusia 
berjalan efektif (Hasanah & Imron, 2022). 
Dalam ranah peningkatan kualitas sumber 
daya manusia, pengembangan kompetensi 
baik melalui pendidikan maupun pelatihan 
yang ditujukan untuk menutup kesenjangan 
kompetensi dan kinerja wajib dilakukan. 
Namun hal yang perlu diperhatikan adalah 
kesesuaian pengembangan kompetensi 
dengan pembangunan daerah. Oleh karena 
itu artikel ini berusaha memberikan solusi 
dengan secara langsung mengintegrasikan 
usulan pengembangan kompetensi dengan 
tujuan-tujuan strategis pembangunan dae-
rah yang hendak dicapai.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan menggunakan 
metode kualitatif yang sejalan dengan 
desain kualitatif Creswell untuk menjawab 
pertanyaan utama dalam penelitian 
(Creswell & Poth, 2016). Metode 
ini dipilih karena sifatnya yang lebih 
mampu mengeksplorasi fenomena secara 
mendalam dan komprehensif. Penelitian 
ini dilakukan selama 2 bulan, mulai dari 
Bulan Mei hingga Juni Tahun 2025. 
Pemerintah Daerah di Jawa Timur dipilih 
sebagai lokasi penelitian karena Jawa 
Timur merupakan salah satu daerah dengan 
kebutuhan perencanaan pembangunan 
yang matang, sinergis, serta terpadu. 
Kondisi ini menjadi menarik karena peren-
canaan pembangunan daerah tidak bisa 
dilepaskan dari peran dan tanggung jawab 
ASN setempat. Hal ini berimplikasi bahwa 
para ASN harus kompeten, selaras dan 
terintegrasi dengan tujuan startegis rencana 
pembangunan daerah. Oleh karena itu 
usulan pengembangan kompetensi harus 
tepat, efektif, dan juga efisien.

Merujuk pada tabel 1. penelitian ini 
menggunakan data primer dan sekunder. 
Observasi, wawancara, serta studi pustaka 
telah dilakukan melalui analisis dokumen 
dari laporan resmi pemerintah. Dokumen 
tersebut meliputi Rencana Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-
2029, Rencana Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, 
serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur. Data primer 
diperoleh dari wawancara bersama Sub-
bagian Umum dan Kepegawaian Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Provinsi Jawa Timur dan Ketua Tim Kerja 
Perencanaan dan Pendanaan Bappeda 
Provinsi Jawa Timur terkait perencanaan 
pembangunan daerah di Jawa Timur, 
konsep pengembangan kompetensi, dan 
faktor penentu pengembangan kompetensi. 
Proses verivikasi dan validasi juga dilaku-
kan dengan pihak-pihak yang relevan 
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terhadap masalah penelitian. Pemilihan 
informan dilakukan secara purposive, 
dengan pertimbangan bahwa para aktor 
tersebut memiliki peran formal dalam 
proses pengembangan kompetensi ASN 
daerah serta pihak dalam lokus perencanaan 
pembangunan daerah.  Data sekunder 
yang digunakan diperoleh dari literatur 
“Aparatur Sipil Negara”, “Pengembangan 
Kompetensi” “Perencanaan Pembangunan 
Daerah” dan jurnal maupun buku yang 
terkait lainnya. Sedangkan dokumen-
dokumen yang digunakan terkait dengan 
peraturan pemerintah setempat, RPJMD, 
RKPD serta data-data pendukung lainnya.

Metode triangulasi data diterapkan 
guna memastikan keabsahan data. Tri-
angulasi data meliputi beberapa tahap, 
diantaranya membaca data dari berbagai 
sumber, mengolah fenomena dan perta-
nyaan penelitian, serta menganalisis data 
dengan cara mensintesiskan informasi 
dari berbagai sumber (Milles dkk., 2013). 
Analisis data dalam penelitian kualitatif 
bertujuan untuk meminimalkan bias dan 

kesalahan penafsiran saat menyusun suatu 
argumen. Peneliti juga melalukan sintesa 
dengan membandingkan temuan penelitian 
dengan penelitian sebelumnya untuk meng-
hasilkan analisis yang mendalam terkait 
pertanyaan penelitian. Kemudian langkah 
terakhir adalah menarik kesimpulan 
yang selanjutnya disajikan dalam bentuk 
informasi naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Desain Model Integrasi Dokumen HCDP 
dan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Penyusunan dokumen HCDP diawali 
dengan proses identifikasi telenta 
ASN yang bertujuan untuk mengenali, 
menemukan, menggali, dan juga mencari 
individu-individu potensial dengan 
kemampuan luar biasa dalam suatu bidang 
tertentu (Firman dkk., 2023). Langkah ini 
dilakukan untuk memastikan organisasi 
dapat mengembangkan dan memanfaatkan 
talenta ASN guna mencapai tujuan jang-
ka panjangnya (Laoli dkk., 2024). Proses 
identifikasi dimulai melalui evaluasi dan 

Tabel 1. Data Primer dan Data Sekunder Penelitian
Jenis Data Sumber Data Metode 

Pengumpulan
Justifikasi

Data Primer 1.	 Subbagian Umum dan 
Kepegawaian BPSDM 
Provinsi Jawa Timur

2.	 Ketua Tim Kerja Pe-
rencanaan dan Pendanaan 
Bappeda Provinsi Jawa 
Timur

Wawancara

Pemilihan didasarkan pada 
kualifikasi pegawai yang 
kompeten dan berperan 

formal dalam pengembangan 
kompetensi ASN dan 

perencanaan pembangunan 
daerah. 

Data 
Sekunder

1.	 Dokumen RPJMD Tahun 
2025-2029, 

2.	 Dokumen RPJPD Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2025-
2045

3.	 Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur

4.	 Artikel Jurnal
5.	 Buku
6.	 Website resmi pemerintah

Dokumentasi

Pemilihan dokumen, 
artikel jurnal, buku, dan 

website resmi pemerintah 
tersebut disesuaikan dengan 
kebutuhan data serta topik 
penelitian yang diangkat

Sumber: Data Diolah
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penilaian kesenjangan yang dilakukan 
dengan uji kompetensi baik kompetensi 
teknis, manajerial, maupun sosial-kultural. 
Penilaian ini biasanya diselenggarakan 
melalui berbagai metode seperti assesment 
tes tertulis, rekam jejak, maupun 
pertimbangan lain yang sesuai dengan 
kebutuhan instansi.

Merujuk pada lampiran 1,  setelah 
identifikasi talenta, pertimbangan dengan 
berbasis pada 3 faktor krusial juga 
dilakukan. Hal ini untuk memastikan 
usulan pengembangan kompetensi ASN 
dalam dokumen HCDP tidak hanya 
menutup kesenjangan kompetensi dan 
kinerja tetapi juga terintegrasi dengan 
rencana pembangunan daerah. Faktor-
faktor tersebut diantaranya 2 faktor ante-
senden yaitu (determinan/sebelum) dan 
1 faktor konskuen (dampak/setelah) 
yang meliputi faktor rencana strategis 
pembangunan daerah, faktor kesenjangan 
kompetensi, dan faktor kesenjangan kiner-
ja. Penekanan terhadap faktor rencana 
strategis pembangunan daerah  tentu saja 
berbeda dengan penelitian sebelumnya 
seperti pada penelitian Toyibi dkk., 
(2025) yang menunjukkan pengembangan 
kompetensi ASN di Satuan Pelayanan 
Teminal Ngawi dilakukan secara khusus 
untuk meningkatkan profesionalitas 
pegawai serta manajemen operasional 
internal terminal. Begitupula pada peneli-
tian Ramadhany dkk., (2025) which is 
11.17% of the total Implementation Units 
(UPB bahwa pengembangan kompetensi 
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang 
diarahkan untuk menutup kesenjangan 
pemahaman tugas, kemampuan analisis 
data, kompetensi teknis, serta untuk 
mendorong kompetensi manajerial. Selain 
itu penelitian menurut Lase & Ndraha, 
(2023) juga menyebutkan bahwasannya 
pengembangan kompetensi ASN di Penga-
dilan Negeri Gunungsitoli semata-mata 
masih dilakukan untuk meningkatkan 
keterampilan ASN dalam pelaksanaan tugas 

harian di lingkungan pengadilan.  Sedang-
kan artikel ini menawarkan suatu model 
pengintegrasian usulan pengembangan 
kompetensi dalam dokumen HCDP dengan 
rencana pembangunan daerah.

Melalui model yang ditawarkan 
sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2. 
di atas, kompetensi ASN yang disediakan 
nantinya akan lebih seimbang dan 
sejalan dengan kebutuhan pencapaian 
tujuan prioritas pembangunan daerah. 
Sedangkan kesenjangan kompetensi dan 
kesenjangan kinerja yang didapatkan 
melalui hasil penilaian uji kompetensi atas 
diri masing-masing ASN akan menjadi 
penentu treatment sekaligus pengambilan 
keputusan pengembangan kedepannya. 
Hal ini tentu saja sejalan dengan konsep 
integrasi menurut Amril (2017) yang 
menunjukkan suatu penggabungan atau 
pembauran beberapa unsur menjadi 
sebuah keterpaduan yang saling mengisi, 
melengkapi, dan sejalan sehingga hasilnya 
lebih utuh dan kompleks. Oleh karena 
itu 3 faktor sebagai dasar pertimbangan 
ini menjadi acuan utama dalam model 
integrasi pengembangan kompetensi 
ASN dan rencana pembangunan 
daerah. Setelah 3 faktor pengembangan 
kompetensi diketahui, proses yang 
dilakukan selanjutnya adalah identifikasi 
terhadap Indikator Kinerja Utama 
(IKU). Identifikasi ini bertujuan untuk 
menentukan ukuran keberhasilan suatu 
tujuan dan sasaran strategis operasional. 
Jadi di akhir proses nanti keberhasilan 
pelaksanaan dapat diukur dengan indikator 
yang telah ditetapkan. Setelah proses 
tersebut selesai selanjutnya dilakukan 
analisis program prioritas daerah.  Analisis 
ini akan menghasilkan klasifikasi setiap 
program prioritas yang nantinya menjadi 
dasar penentuan organisasi perangkat 
daerah (OPD) baik sebagai OPD utama 
maupun OPD pengampu program prioritas 
daerah. Ketika OPD sudah dipetakan maka 
analisis dan penentuan jenis kompetensi 
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yang akan dikembangkan untuk mendu-
kung pelaksanaan program prioritas pem-
bangunan daerah dapat dilakukan. Langkah 
ini tentu saja tidak terlepas dari evaluasi 
standar kompetensi dan juga kesenjangan 
kompetensi berdasarkan hasil penilaian uji 
kompetensi ASN.

Guna mengoptimalkan proses inti 
dalam integrasi pengembangan kompetensi 
dan rencana pembangunan daerah maka 
dilakukan suatu strategi pembobotan. Fak-
tor prioritas pembangunan daerah memiliki 
bobot prioritas paling tinggi sebesar 45%, 
faktor kesenjangan kompetensi berbobot 
prioritas sebesar 35%, dan terakhir 
faktor kesenjangan kinerja memiliki 
bobot prioritas sebesar 20%. Strategi 
pembobotan ini akan menentukan, ASN 
mana yang menjadi prioritas untuk 
mengikuti pengembangan kompetensi 
pada awal tahun, tahun kedua, dan pada 
akhir tahun dokumen peta jalan. Sampai 
disini maka proses evaluasi dan penilaian 
kesenjangan, proses analisis program 
prioritas daerah, pemetaan OPD, analisis 

dan penentuan jenis kompetensi ASN yang 
diperlukan nanti, sampai penentuan waktu 
pengembangan kompetensi ASN melalui 
strategi pembobotan sudah terlewati. 

Menindaklanjuti hasil analisis dan 
penentuan jenis serta waktu pengembangan 
kompetensi ASN yang telah tersedia maka 
dokumen HCDP sudah dapat disusun. 
Penyusunan road map usulan atau rencana 
pengembangan kompetensi ASN selama 5 
tahun ke depan di dalam domumen tersebut 
dilakukan secara objektif, sistematis, 
dan harus sebenar-benarnya atas dasar 
kebutuhan pengembangan kompetensi 
ASN, organisasi (evidance base), dan 
utamanya pada kebutuhan pencapaian 
tujuan strategis pembangunan daerah. 

Merujuk pada tabel 2. maka setelah 
dokumen HCDP selesai disusun lengkap 
dengan jumlah total ASN yang diusulkan, 
rata-rata jam pelajaran, serta total dana 
kontribusi yang diperlukan maka dokumen 
tersebut dapat diresmikan menjadi acuan 
rencana pengembangan kompetensi 
(bangkom) setiap ASN. Proses selanjutnya 

Tabel 2. Contoh Usulan Pengembangan Kompetensi ASN dalam Dokumen HCDP

No
Bentuk dan Jalur 
Pengembangan 

Kompetensi
Jumlah Usulan

Rata-
Rata Jam 
Pelajaran

Dana Kontribusi 
yang Diperlukan

1. Pendidikan n total jumlah 
usulan ASN

- n total

2. Pelatihan Klasikal n total jumlah ASN 
yang mengikuti 

pelatihan klasikal

rata-rata jam 
pelajaran

-

- Bimbingan teknis - - -
- Kursus - - -

- Lain sebagainya - - -
3. Pelatihan Non-Klasikal n total jumlah ASN 

yang mengikuti 
pelatihan non-

klasikal

rata-rata jam 
pelajaran

-

- E-Learning - - -
- Magang/Praktik Kerja - - -

- Lain sebagainya - - -
Sumber: Data Diolah
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adalah bangkom ASN sesuai dengan 
kebutuhan dan sasaran tujuan yang sudah 
diusulkan dan direncakan dalam dokumen 
HCDP. Bangkom ini bisa dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 
BKPSDM, OPD masing-masing maupun 
lembaga lain yang telah tersertifikasi. Pilihan 
jenis dan metode bangkom disesuaikan 
dengan kebutuhan treatment masing-
masing ASN, standar kompetensi jabatan, 
serta rekomendasi bangkom berdasarkan 
pemetaan hasil penilaian kompetensi 
pegawai sebagaimana ditunjukkan pada 
tabel 2. Ketepatan pemilihan jenis dan 
metode pengembangan kompetensi akan 
berpengaruh vital terhadap kompetensi dan 
pegawai, serta kontribusi pegawai terhadap 
organisasi maupun terhadap pencapaian 
tujuan strategis pembangunan daerah. 

Hal tersebut dapat ditinjau melalui 
langkah terakhir dalam model integrasi 
ini yaitu proses evaluasi hasil pelaksanaan 
pengembangan kompetensi. Evaluasi ini 
bukan hanya secara sistem tetapi evaluasi 
mendalam terkait kesesuaian program 
bangkom yang dipilih terhadap standar 
kompetensi jabatan, kinerja pegawai, 
dan utamanya pengaruh terhadap upaya 
percepatan pencapaian tujuan strategis 
pembangunan daerah. Evaluasi dilakukan 
dengan melihat outcome hasil bangkom 
terhadap kualitas kinerja ASN yang telah 
menjadi target dalam pelaksaan program 
pembangunan. Dengan demikian, melalui 
model integrasi HCDP dan rencana 
pembangunan daerah pengembangan 
kompetensi ASN akan lebih efektif dan 
efisien karena secara langsung berhubungan 
dengan faktor strategis pembangunan 
daerah bukan hanya untuk menutup faktor 
kesenjangan kompetensi dan kinerja 
pegawai dalam operasionalisasi tugas dan 
kewajiban internal birokrasi pemerintahan.

Integrasi HCDP dan Rencana 
Pembangunan Daerah
Hasil riset menunjukkan bahwa model 

integrasi HCDP dengan rencana pemba-
ngunan daerah dilakukan melalui 5 tahapan 
proses yaitu memetakan Indikator Kinerja 
Utama (IKU) sasaran strategis daerah, lalu 
mengidentifikasi program prioritas setiap 
IKU, kemudian menganalisis perangkat 
daerah baik kontributor utama maupun 
pendukung program prioritas, selanjutnya 
menentukan nama jabatan, dan terakhir 
menyusun peta jalan pengembangan SDM 
seluruh ASN. Rangkaian tahapan ini harus 
dilakukan secara sistematis karena menjadi 
kunci rencana pengembangan kompetensi 
ASN yang terintegrasi dengan tujuan 
strategis pembangunan daerah.

Tahapan proses yang pertama yaitu 
memetakan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
sasaran strategis daerah. Telah disebutkan 
sebelumnya bahwa Indikator Kinerja 
Utama inilah yang nantinya akan menjadi 
ukuran keberhasilan pencapaian suatu 
tujuan dan sasaran strategis operasional 
organisasi pemerintahan. Dalam konteks 
ini setiap OPD di Jawa Timur diwajibkan 
merumuskan Indikator Kinerja Utama 
sebagai suatu prioritas program dan kegiatan 
yang mengacu pada sasaran strategis 
dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan 
IKU harus dipastikan sistematis dan 
sesuai dengan peraturan perundangan. 
Hal tersebut meliputi pengidentifikasian 
sasaran strategis organisasi yang dapat 
diukur, kemudian penetapan indikator 
yang relevan, spesifik, dapat dicapai, dan 
realistis. Terakhir penetapan target kinerja 
yang ingin dicapai dalam periode waktu 
tertentu. Ketika IKU telah disusun maka 
dapat dipetakan mengacu pada tujuan 
strategis pembangunan daerah dalam 
RPJMD dan RENSTRA.

Setelah proses pemetaan IKU 
selesai dilakukan, tahap kedua yakni 
mengidentifikasi program prioritas 
setiap IKU. Program prioritas setiap IKU 
menjadi program unggulan yang dapat 
mencerminkan keberhasilan tugas utama 
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setiap instansi pemerintahan dalam waktu 
5 tahun ke depan. Seperti di Jawa Timur 
terdapat program prioritas pembangunan 
yakni Penguatan Ekonomi Kreatif maka 
selanjutnya program prioritas ini akan 
diidentifikasi berkaitan dengan kontributor 
program, jumlah dan kompetensi ASN 
yang dibutuhkan, proses perencanaan dan 
pengelolaan, sampai pada anggaran yang 
diperlukan. Melalui proses identifakasi 
maka dapat diketahui bagaimana setiap 
program-program prioritas tersebut akan 
dilaksanakan dan kebutuhan apa yang harus 
disiapkan, khususnya berkaitan dengan 
kapasitas dan kompetensi ASN pengelola. 
Mengingat dalam model ini kapasitas dan 
kompetensi ASN yang berkontribusi harus 
sejalan serta sebanding dengan rencana 
pembangunan daerah yang dilakukan.

Merujuk pada hal tersebut maka 
tahapan ketiga dalam model integrasi 
ini adalah menganalisis perangkat dae-
rah baik sebagai kontributor utama mau-
pun kontributor pendukung program 
prioritas daerah. Artinya setiap program 
prioritas harus ditentukan dan dianalisis 
keterkaitan dan peran perangkat daerah 
dalam hal ini adalah dinas-dinas yang 
terlibat didalamnya. Mulai dari perangkat 
daerah kontributor utama yang memiliki 
peran signifikan dan vital dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 
serta evaluasi program hingga perangkat 
daerah pendukung yang berperan menun-
jang pelaksanaan tugas kontributor utama. 
Melalui analisis ini diharapkan nantinya 
pelaksanaan program prioritas akan lebih 
matang, jelas, dan terarah.

Seperti dalam program prioritas 
pembangunan Penguatan Ekonomi Kreatif 
di Jawa Timur maka perangkat daerah 
yakni Dinas Ekonomi Kreatif, Dinas 
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan 
perdagangan (DKUKMP), serta Dinas 
Perindustrian merupakan kontributor 
utama pelaksanaan program prioritas 
pembangunan ekonomi di Jawa Timur. 

Sedangkan Dinas Pariwisata dan Dinas 
Penanaman Modal merupakan perangkat 
daerah pendukung program prioritas. 
Begitupun dalam pembangunan bidang 
pendidikan Jawa Timur, maka Dinas 
Pendidikan akan menjadi kontributor 
utama dalam program prioritas pendidikan, 
seperti peningkatan kualitas pendidikan, 
peningkatan akses pendidikan, dan pening-
katan kesadaran masyarakat tentang pen-
tingnya pendidikan. Sedangkan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak, dan Kependudukan merupakan 
perangkat daerah pendukung seperti 
berkaitan dengan fasilitator atas hak anak.

Merujuk Lampiran 2, setelah analisis 
perangkat daerah kontributor utama 
dan pendukung selesai dilakukan, tahap 
keempat adalah menganalisis aktor yaitu 
ASN perangkat daerah yang terlibat. Hal 
ini dilakukan dengan menentukan nama 
jabatan ASN, baik jabatan manajerial, 
pelaksana, maupun fungsional yang terlibat 
langsung dalam pencapaian program 
prioritas terserbut. Dengan penentuan 
ini maka treatment dan kebijakan 
pengembangan kompetensi kedepannya 
akan lebih jelas serta terarah sesuai dengan 
peran dan tanggung jawabnya dalam 
internal instansi maupun dalam upaya 
mencapai tujuan strategis pembangunan 
daerah. Seperti dalam upaya Pembangunan 
Ekonomi Kreatif di Jawa Timur maka ASN 
Dinas Ekonomi Kreatif maupun Dinas 
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 
dan Persdagangan harus ditentukan nama 
jabatannya berdasarkan pada standar 
kompetensi jabatan yang ada. Begitupun 
pada ASN perangkat daerah pendukung 
seperti Dinas Pariwisata dan Dinas 
Penanaman Modal. 

Setelah nama jabatan pada setiap 
ASN di perangkat daerah terkait selesai 
ditentukan, tahap kelima yakni menyusun 
road map pengembangan SDM seluruh 
ASN di tiap-tiap program prioritas 
pembangunan daerah. Road map tersebut 
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disusun dalam dokuman HCDP sesuai 
dengan kebutuhan pengembangan kompe-
tensi ASN dan kontribusi peran dalam 
menjapai tujuan strategis pembangunan. 
Proses ini didasarkan pada hasil penilaian 
kompetensi dan hasil strategi pembobotan 
untuk menentukan ASN dan waktu 
pengembangan kompetensi yang tepat 
sesuai prioritas pembangunan daerah. 
Masing-masing ASN baik yang tergolong 
dalam kontributor utama maupun 
pendukung akan mendapatkan treatment 
dan jenis pengembangan kompetensi 
masing-masing sesuai kebutuhan. Road 
map pengembangan kompetensi tidak bisa 
diintervensi secara personal oleh ASN 
dengan menentukan sendiri program yang 
ingin diikuti melainkan sifatnya objektif. 

Merujuk kembali pada tabel 3,  maka 
dengan mengambil contoh Program Prioritas 
Pembangunan Ekonomi Kreatif di Jawa 
Timur setiap ASN yang berkontribusi dari 
dari Dinas DKUKMP mendapatkan jenis 
dan treatment pengembangan kompetensi 
yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan 
jabatan, kesenjangan kompetensi ASN, 
sekaligus peran dan tanggung jawabnya 
dalam perwujudan tujuan strategis 
pembangunan. Mulai dari para pimpinan 
tinggi yang mendapatkan pengembangan 
kompetensi dalam ranah manajerial maupun 
sosial-kultural. Kemudian para ASN dalam 
jabatan pelaksana yang mendapatkan 
pelatihan teknis baik teknis umum maupun 
teknis khusus. Pelatihan teknis umum 
ASN dalam konteks ini seperti tata naskah, 
pengaplikasian Srikandi, administrasi 
kontrak, sistem komunikasi, ASN 
berwirausaha, maupun tentang metode 
pelayanan prima. Sedangkan pelatihan 
teknis khusus dikakukan melalui kursus, 
diklat, magang, maupun pelatihan berbasis 
proyek. Tidak hanya itu, ASN dalam ranah 
jabatan fungsional juga mendapatkan 
pelatihan teknis umum maupun pelatihan 
keahlihan khusus seperti pelatihan Anali-
sis Kebijakan, Analisis Pengelolaan Data 

Perekonomian, maupun Pelatihan Penu-
lisan Laporan Kebijakan. Dengan demikian 
dapat dilihat bahwa usulan jenis dan waktu 
pengembangan kompetensi ASN dalam 
dokumen HCPD secara langsung terinte-
grasi dengan tujuan strategis yang ingin 
dicapai dalam rencana pembangunan 
daerah di Jawa Timur. Penerapan model ini 
sudah pasti lebih efektif dalam pelaksanaan 
dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Selain lebih efektif desain integrasi ini 
sangat sejalan dengan kebijakan pengem-
bangan ASN Nasional yang difokuskan 
pada peningkatan kompetensi ASN secara 
berkelanjutan sesuai dengan UU No. 20 
Tahun 2023 tentang ASN. Poin kebijakan 
tersebut diantaranya didorong melalui 
pendekatan yang sifatnya lebih kontekstual 
dengan mengubah pengembangan kompe-
tensi dari pendekatan seragam menjadi lebih 
sesuai dengan kebutuhan jabatan dan tujuan 
pembangunan nasional maupun daerah. 
Hal ini tentu sangat relevan dengan desain 
integrasi yang ditawarkan dalam penelitian 
ini. Hasil dari penelitian ini benar-benar 
mendukung pengembangan ASN Nasional 
yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi. 
Dampaknya tujuan strategis pembangunan 
daerah semakin mudah diwujudkan karena 
ASN yang terlibat telah mendapatkan porsi 
dan treatment pengembangan kompetensi 
yang sesuai. Aparatur yang profesional, 
adaptif terhadap perubahan situasi dan 
kondisi, seta mampu menjawab tantangan 
pelayanan publik modern pun menjadi 
jaminan hasil penerapan model integrasi 
ini.

SIMPULAN
Pengintegrasian usulan pengembangan 
kompetensi ASN dalam dokumen HCDP 
dengan rencana strategis pembangunan 
daerah dimulai dari penentuan faktor 
usulan pengembangan kompetensi hingga 
pelaksanaan uji kompetensi setiap ASN 
terkait. Strategi pembobotan terhadap 3 
faktor usulan pengembangan kompetensi 
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juga dilakukan guna menentukan ASN 
mana yang menjadi prioritas untuk 
mengikuti pengembangan kompetensi pada 
awal tahun, tahun kedua, dan pada akhir 
tahun pembanguan daerah. Selanjutnya 5 
tahapan proses integrasi pengembangan 
kompetensi ASN dalam dokumen HCDP 
dan juga rencana pembangunan daerah 
pun ditawarkan melalui langkah-langkah 
pemetaan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
sasaran strategis daerah, identifikasi 
program prioritas setiap IKU, analisis 
perangkat daerah sebagai kontributor utama 
maupun pendukung program prioritas, 
hingga penyusunan peta jalan pengem-
bangan SDM seluruh ASN sesuai dengan 
kebutuhan kompetensi dan kapasitas peran 
ASN dalam mencapai tujuan strategis 
pembangunan daerah. Melalui penawaran 
desain model dan tahapan integrasi ini 
diharapkan road map usulan pengembangan 
kompetensi ASN dapat terintegrasi dan 
secara langsung sejalan dengan tujuan 
strategis pembangunan daerah di Jawa 
Timur. Meskipun demikian penelitian ini 
masih secara general menunjukkan desain 
model integrasi usulan pengembangan 
kompetensi ASN dalam dokumen HCDP 
dengan rencana strategis pembangunan 
daerah. Penelitian selanjutnya diharapkan 
lebih mampu mengeksplorasi dan menje-
laskan tiap-tiap tahapan serta komponen 
yang terkait dalam proses pengintegrasian 
2 dokumen tersebut. 
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Lampiran 1. 2 Integrasi Model HCDP dan Rencana Pembangunan Daerah
 

Dasar Pertimbangan 
 

Pencapaian Hasil 
(outome) Bangkom 

Kesenjangan  
Kinerja 

Kesenjangan 
Kompetensi 

Tujuan Strategis 
Pembangunan Daerah 

Analisis Strategis 
Prioritas 

Pembangunan 

Evaluasi Dengan 
Standar Kompetensi 

Kesenjangan 
Kompetensi 

Identifikasi Indikator 
Kinerja Utama (IKU) 

Analisis Program 
Prioritas Daerah 

Pemetaan 
OPD 

Pengampu 
Analisis dan 
Penentuan 

Jenis 
Kompetensi 

ASN yang akan 
dikembangkan 

OPD Utama 

OPD Pendukung 
Bobot 

Prioritas 

45% 

35% 

20% 

Penyusunan 
Dokumen 
Human 
Capital 

Development 
Plan (HCDP) 

Pelaksanaan 
Pengembangan 

Kompetensi 
oleh Pemerintah Pusat, 
Provinsi, BKPSDM, 

OPD Masing-masing, 
atau lembaga lain. 

Evaluasi Hasil 
Pelaksanaan 

Pengembangan 
Kompetensi 

ASN 

Evaluasi dan Penilaian 
Kesenjangan 
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Lampiran 2. Jabatan dan Karakterstik Pengembangan Kompetensi
No Jabatan Orientasi Pendidikan/Program Studi 

(Prodi)
Orientasi Pelatihan Kompetensi

1. Pimpinan 
Tinggi

Administrator
Pengawas

Manajerial dan Kebijakan
Manajemen
Ilmu Ekonomi dan Kreatif
Ilmu Pemerintahan
Administasi Publik
Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan

Manajerial 
Sosial-kultural

2. Pelaksana Pengetahuan dan Keahlian Teknis
ASN DKUKMP: Prodi Manjemen 
Bisnis, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi 
Ilmu Ekonomi, Prodi Desain Produk, 
Grafis, dan lain sebagainya.
ASN Dinas Pendidikan: Prodi 
Pendidikan Guru, Prodi Manajemen 
Pendidikan, Prodi Pendidikan Bisnis, 
dan sebagainya.
ASN Diskominfo: Prodi Teknik 
Informatika, Komunikasi Publik, 
Desain Komunikasi Visual, dan 
sebagainya
ASN BPKAD: Prodi Keuangan, 
Akuntansi, Manajemen, dan 
sebagainya
ASN Dinas Pertanian dan Perkebunan: 
Prodi Agronomi, Agrobisnis, 
Manajemen, dan sebagainya

Pelatihan Teknis Umum:
Operasional mendukung penyelesaian 
tugas sehari-hari dan bersifat 
administratif
Contoh:  Tata Naskah Dinas, Srikandi, 
Administrasi Kontrak, Sistem 
Komunikasi, Pelayanan Prima, 
ASN Berwirausaha, dan sebagainya. 
Pelatihan teknis umum dapat dilakukan 
melalaui seminar, webinar, ataupun 
sosialisasi yang sifatnya luas dan 
menyeluruh sehingga setiap ASN bisa 
mendapatkan pelatihan tersebut.
Pelatihan Teknis Khusus:
Kompetensi ASN untuk mendukung 
penyelesaian pekerjaan dan tugas 
khusus serta memerlukan bidang ilmu 
khusus
Contoh: Pelatihan Media Digital, 
Desain Kreatif, Analisis Data, Cyber 
Security System, Konseling, Pelatihan 
Tera, Pelatihan Uji Kir, Legal Drafting, 
dan sebagainya. Pelatihan teknis 
khusus harus dilakukan melalui kursus, 
magang, diklat, maupun pelatihan 
berbasis proyek. Mengingat kompetensi 
teknis khusus memerlukan kemampuan 
dan pengetahuan spesifik suatu bidang 
serta keterampilan khusus yang 
dibutuhkan untuk tugas-tugas teknis.

3. Fungsional Pelatihan Teknis Umum:
Operasional yang dapat mendukung 
penyelesaian tugas sehari-hari dan 
bersifat administratif 
Contoh: Tata Naskah Dinas, Srikandi, 
Administrasi Kontrak, Sistem 
Komunikasi, Pelayanan Prima, ASN 
Berwirausaha, dan sebagainya.
Pelatihan Keahlian Khusus:
Pelatihan dalam bidang Analisis 
Kebijakan, Analisis Pengolahan Data 
Kebijakan Perekonomian, Analisis 
Kelembagaan, Penulisan Laporan 
Kebijakan, dan sebagainya.

Sumber: Data Diolah


